KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

. DATA PRIBADI IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (Il Rp. 28.067.133 | Rp. 44.842.152
1. Nama : SISKA YUNIZA, S.E., M.AK. -1)
2. Jabatan : ANALISIS - PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN
gggg:\l?vﬁz;\ﬁmo PERENCANAAT DAN Jakaita,18 Agustus 2015
3. NHK - 140767 MENGETAHUI, DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN
: . . DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN PEMERIKSAAN LHKPN
4, Tempat & Tanggal Lahir : BANDUNG, 6 Juni 1986 oL H. DEPUT] PLH. DIREKTUR

5, Alamat Kantor

6. Tanggal Pelaporan

PUSAT

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH & BANGUNAN)
B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI
DAN MESIN LAINNYA

1.

Mobil, merk MITSUBISHI
LANCER, tahun pembuatan
2002, yang berasal dari
HASIL SENDIRI, perclehan
tahun 2010

Motor, merk SUZUK], tahun
pembuatan 2003, yang
berasal dari HASIL SENDIRI,
perolehan tahun 2009

b. PETERNAKAN,
PERIKANAN,
PERKEBUNAN,
PERTANIAN,
KEHUTANAN,
PERTAMBANGAN DAN
USAHA LAINNYA

c. HA

' LAINNYA

1.

RTA BERGERAK

LOGAM MULIA, yang berasal

dari HASIL SENDIRI,
perclehan dari tahun 2011
sampai dengan 2012

C. SURAT BERHARGA

D. GIRO DAN SETARA KAS
LAINNYA

E.

. Yang berasal dari HASIL SENDIRI

{Perubahan atas data yang
dilaparkan sebelumnya)

PIUTANG
TOTAL HARTA (iI)

lll. HUTANG

1.

Hutang dalam bentuk PINJAMAN

UANG

1JIl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6, JAKARTA

: 14 Februari 2012, 7 Nopember 2014

Status Laporan
14 Februari 2012 7 Nopember 2014
Rp. 87.500.000| Rp. 87.500,000
Rp. 85.000.000} Rp. 85.000.000
Rp. 2.500.000] Rp. 2.500.000
Rp. 12.000.000| Rp. 12.000.000
Rp. 12.000.000| Rp. 12.000.000
Rp. 3.267.133 | Rp. 20.012.152
Rp. 3.267.133| Rp. 20.012.152
Rp. 102.767.133| Rp. 119.512,162
Rp. 74.700,000| Rp. 74.700.000
Rp. 74.700.000] Rp. 74.700.000

CAHYA H, HAREFA

EPur

SRI ENDAH PALUPI

NHIK 140767

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyalenggara Megara dan lidak dapat dijfadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa
harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.



